
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.471, 2023    BAWASLU. Pedoman Kerja Sama.  Pencabutan. 

 
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2023 
TENTANG 

PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN 
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan tertib 
administrasi pelaksanaan kerja sama Badan Pengawas 
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, perlu disusun pedoman kerja sama; 

  b. bahwa ketentuan mengenai teknis pelaksanaan kerja 
sama dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja 
Sama dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah 

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 
hukum, sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang 
Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
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1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan 
Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS 
PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN/KOTA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang 

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan 

wakil wali kota secara langsung dan demokratis. 
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya 
disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah 
provinsi, termasuk Panita Pengawas Pemilihan Provinsi 
Aceh. 

5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 

badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan 
Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia 

Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi 
Aceh. 

6. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan 

dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra 

Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam 
mencapai tujuan bersama. 

7. Pihak Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pihak 
Mitra adalah pihak yang bersepakat untuk melakukan 

Kerja Sama dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau 
Bawaslu Kabupaten/Kota. 

8. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan tertulis antara 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 
Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang 

lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat umum. 
9. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS 

adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu 
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak 
Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama 

yang bersifat teknis. 
10. Sistem Jaringan Informasi Hubungan Antar-Lembaga 

yang selanjutnya disebut Sijari Hubal adalah sistem 
informasi berbasis laman resmi yang dibangun dan 

dikembangkan Bawaslu sebagai media komunikasi dan 
koordinasi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau 
Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra dalam 

melakukan Kerja Sama, media koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan Kerja Sama, serta media 

informasi untuk masyarakat terkait pelaksanaan Kerja 
Sama. 

11. Unit Kerja Pengelola adalah unit kerja yang 
melaksanakan fungsi di bidang Kerja Sama dan 
hubungan antarlembaga pada Sekretariat Jenderal 
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Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat 

Bawaslu Kabupaten/Kota. 
12. Unit Kerja Pemrakarsa adalah unit kerja yang 

memprakarsai dan/atau mengimplementasikan Nota 

Kesepahaman dan/atau PKS pada Sekretariat Jenderal 
Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat 

Bawaslu Kabupaten/Kota. 
 

Pasal 2 
(1) Kerja Sama dikoordinasikan oleh anggota Bawaslu, 

anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas divisi di 
bidang Kerja Sama dan hubungan antarlembaga. 

(2) Anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didukung secara administratif dan teknis 
operasional oleh Unit Kerja Pengelola dalam 
mengoordinasikan Kerja Sama. 

 
BAB II 

PELAKSANAAN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 3 
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Kerja Sama untuk 
mendukung fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban 

pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara: 
a. efektif; 

b. efisien; 
c. selaras dengan fungsi, tugas, wewenang, dan 

kewajiban pengawas Pemilu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. terintegrasi dengan Sijari Hubal. 
 

Bagian Kedua 

Pihak Mitra 
 

Pasal 4 
(1) Pihak Mitra dalam Kerja Sama yang dilaksanakan oleh 

Bawaslu meliputi: 
a. kementerian/lembaga; 
b. lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar 

negeri; 
c. perusahaan pers, platform media massa, dan 

platform media sosial; 
d. lembaga pemerintah luar negeri; 

e. lembaga swadaya masyarakat atau lembaga swasta 
lainnya yang berbadan hukum; 

f. organisasi internasional; dan/atau 
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g. pihak lain yang berkomitmen melakukan Kerja Sama 

dengan Bawaslu. 
(2) Pihak Mitra dalam Kerja Sama yang dilaksanakan oleh 

Bawaslu Provinsi meliputi: 

a. instansi pemerintah daerah tingkat provinsi; 
b. lembaga pendidikan dalam negeri di wilayah 

provinsi; 
c. perusahaan pers, platform media massa, dan 

platform media sosial;  
d. lembaga swadaya masyarakat atau lembaga swasta 

lainnya  yang berbadan hukum; dan/atau 

e. pihak lain yang berkomitmen melakukan Kerja Sama 
dengan Bawaslu Provinsi sesuai dengan wilayah 

kerjanya. 
(3) Pihak Mitra dalam Kerja Sama yang dilaksanakan oleh 

Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi: 
a. instansi pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota; 
b. lembaga pendidikan dalam negeri di wilayah 

kabupaten/kota; 
c. perusahaan pers, platform media massa, dan 

platform media sosial;  
d. lembaga swadaya masyarakat atau lembaga swasta 

lainnya  yang berbadan hukum; dan/atau 
e. pihak lain yang berkomitmen melakukan Kerja Sama 

dengan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan 

wilayah kerjanya. 
(4) Kerja Sama dengan lembaga pendidikan luar negeri, 

lembaga pemerintah luar negeri, dan organisasi 
internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 5 
(1) Bawaslu Provinsi berkonsultasi kepada Bawaslu dalam 

menentukan Pihak Mitra sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2). 
(2) Bawaslu Kabupaten/Kota berkonsultasi kepada Bawaslu 

Provinsi dalam menentukan Pihak Mitra sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). 

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 6 
Tahapan penyusunan Kerja Sama meliputi: 
a. perencanaan; 

b. perumusan; 
c. pembahasan; 

d. pengesahan; 
e. penandatanganan; dan 

f. pendokumentasian. 
 
 



2023, No.471 

  

-6- 

Paragraf 2 

Perencanaan 
 

Pasal 7 

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a dilakukan melalui rencana Kerja Sama. 

(2) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disusun berdasarkan: 

a. kebutuhan Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau 

b. penawaran Kerja Sama dari Pihak Mitra kepada 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 
Kabupaten/Kota. 

(3) Penyusunan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui: 

a. inventarisasi kebutuhan Kerja Sama; dan/atau 
b. identifikasi dan pemetaan Pihak Mitra. 

 

Pasal 8 
(1) Inventarisasi kebutuhan Kerja Sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan 
daftar kebutuhan Kerja Sama yang diusulkan Unit Kerja 

Pemrakarsa kepada Unit Kerja Pengelola dan dituangkan 
dalam daftar usulan Kerja Sama. 

(2) Unit Kerja Pengelola menyampaikan inventarisasi 

kebutuhan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan 

Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan Anggota 
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan 

melalui rapat pleno. 
 

Pasal 9 
(1) Identifikasi dan pemetaan Pihak Mitra sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan 

daftar Pihak Mitra yang mengajukan penawaran Kerja 
Sama kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan 
masing-masing. 

(2) Dalam hal terdapat Pihak Mitra yang mengajukan 
penawaran Kerja Sama yang ditujukan secara langsung 
kepada Unit Kerja Pemrakarsa, Unit Kerja Pemrakarsa 

berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengelola untuk 
memasukkan Pihak Mitra tersebut ke dalam daftar Pihak 

Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Unit Kerja Pengelola menyusun daftar Pihak Mitra 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan 
menyampaikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, 
Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan 

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan 
persetujuan melalui rapat pleno. 

 
Pasal 10 

(1) Inventarisasi kebutuhan Kerja Sama yang telah disetujui 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 
ditindaklanjuti dengan melakukan penjajakan melalui 
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audiensi dengan Pihak Mitra oleh Unit Kerja Pengelola. 

(2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan prakarsa dari Bawaslu, Bawaslu 
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. 

 
Pasal 11 

(1) Daftar Pihak Mitra yang telah disetujui sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditindaklanjuti dengan 

melakukan penjajakan melalui audiensi dengan Pihak 
Mitra oleh Unit Kerja Pengelola. 

(2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan: 
a. prakarsa dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota; atau  
b. permintaan secara tertulis dari Pihak Mitra kepada 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 
Kabupaten/Kota. 

(3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b minimal memuat: 
a. permintaan penjajakan; 

b. jadwal penjajakan; dan 
c. gambaran umum mengenai latar belakang Kerja 

Sama. 
 

Pasal 12 

Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 
11 dilakukan untuk pendalaman terhadap: 

a. profil Pihak Mitra; 
b. status hukum Pihak Mitra; 

c. manfaat dan potensi sumber daya strategis pelaksanaan 
Kerja Sama dengan Pihak Mitra; dan 

d. komitmen Kerja Sama dari Pihak Mitra. 
 

Pasal 13 

(1) Unit Kerja Pengelola menyampaikan hasil penjajakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan 

Pasal 12 kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan 
Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan Anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan 
persetujuan melalui rapat pleno. 

(2) Hasil penjajakan yang telah disetujui sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan 
rencana Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota. 
(3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan 
Keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan 
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. 

(4) Dalam hal terdapat rencana Kerja Sama yang tidak 
terlaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), rencana Kerja Sama tersebut dapat 
ditetapkan dalam rencana Kerja Sama di tahun 

berikutnya. 
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Paragraf 3 

Perumusan 
 

Pasal 14 

(1) Perumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
b dilakukan berdasarkan rencana Kerja Sama. 

(2) Perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menuangkan substansi Kerja Sama ke 

dalam Naskah Kerja Sama. 
(3) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dirumuskan dalam bentuk: 

a. Nota Kesepahaman; dan 
b. PKS. 

(4) Selain dirumuskan dalam bentuk naskah Kerja Sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), substansi Kerja 

Sama dapat dirumuskan dalam bentuk naskah Kerja 
Sama lainnya sepanjang memiliki substansi yang sama 
dengan Nota Kesepahaman dan PKS. 

 
Pasal 15 

(1) Naskah Kerja Sama yang berbentuk Nota Kesepahaman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a 

minimal memuat substansi: 
a. maksud dan tujuan; 
b. ruang lingkup; 

c. pelaksanaan; 
d. pemantauan dan evaluasi; 

e. pembiayaan; 
f. jangka waktu; 

g. adendum; 
h. korespondensi; dan 

i. ketentuan penutup. 
(2) Naskah Kerja Sama yang berbentuk PKS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b minimal 

memuat substansi: 
a. definisi; 

b. maksud dan tujuan; 
c. ruang lingkup; 

d. kewajiban para pihak; 
e. hak para pihak; 
f. pembiayaan; 

g. jangka waktu; 
h. kesepakatan para pihak; 

i. keadaan kahar; 
j. evaluasi; 

k. penyelesaian perselisihan; 
l. korespondensi; dan  
m. ketentuan penutup. 

(3) Naskah Kerja Sama lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (3) disusun sesuai: 

a. bentuk baku naskah Kerja Sama berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan/atau 
b. kesepakatan antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra. 
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(4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun sesuai dengan format huruf A yang tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(5) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai 
dengan format huruf B yang tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Badan ini. 

 
Pasal 16 

(1) Perumusan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 dapat dilakukan secara sendiri-sendiri 
atau bersama-sama oleh: 

a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 
Kabupaten/Kota; dan/atau 

b. Pihak Mitra. 
(2) Perumusan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1) huruf a dilakukan oleh Unit Kerja Pengelola 

bersama dengan Unit Kerja Pemrakarsa. 
(3) Unit Kerja Pengelola dapat melibatkan unit organisasi 

yang melaksanakan fungsi di bidang hukum dalam 
perumusan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 
 

Pasal 17 

(1) Dalam hal perumusan Naskah Kerja Sama dilakukan 
secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) huruf a, Unit Kerja Pengelola 
berkoordinasi dan menyampaikan hasil perumusan 

kepada Pihak Mitra. 
(2) Dalam hal perumusan Naskah Kerja Sama dilakukan 

secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf b, Unit Kerja Pengelola 
berkoordinasi dengan Pihak Mitra dan melakukan 

analisis kesesuaian terhadap: 
a. ketentuan Kerja Sama dalam Peraturan Badan ini;  

b. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
c. rencana Kerja Sama. 

 
Pasal 18 

(1) Dalam hal naskah Kerja Sama dirumuskan secara 

bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1), perumusan konsep naskah Kerja Sama dapat 

dilakukan sekaligus dengan tahapan pembahasan. 
(2) Unit Kerja Pengelola melaporkan perumusan naskah 

Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu 
Provinsi, atau Ketua dan Anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-
masing. 
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Paragraf 4 

Pembahasan 
 

Pasal 19 

(1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
c dilakukan oleh Unit Kerja Pengelola bersama dengan 

Pihak Mitra. 
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melibatkan: 
a. Unit Kerja Pemrakarsa; dan/atau 
b. unit organisasi terkait. 

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap naskah Kerja Sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18. 
(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui: 
a. pertemuan tatap muka; dan/atau 
b. teknologi informasi. 

 
Pasal 20 

Unit Kerja Pengelola menyampaikan hasil pembahasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Ketua dan 

Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, atau 
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 
mendapatkan persetujuan substansi melalui rapat pleno. 

 
Paragraf 5 

Pengesahan 
 

Pasal 21 
(1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

d dilakukan terhadap naskah Kerja Sama yang telah 
mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20. 

(2) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh perwakilan: 

a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 
Kabupaten/Kota; dan 

b. Pihak Mitra. 
(3) Pembubuhan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan sebagai penanda substansi Kerja Sama telah 

disepakati. 
 

Paragraf 6 
Penandatanganan 

 
Pasal 22 

(1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf e dilakukan terhadap naskah Kerja Sama yang 
telah dilakukan pengesahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21. 
(2) Unit Kerja Pengelola bertanggung jawab atas proses 

penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Unit Kerja Pengelola berkoordinasi dengan Pihak Mitra 

untuk penandatanganan naskah Kerja Sama 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 23 

(1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. naskah Kerja Sama yang berbentuk Nota 

Kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, 
Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu 

Kabupaten/Kota dan pejabat yang berwenang dari 
Pihak Mitra; dan 

b. naskah Kerja Sama yang berbentuk PKS dan naskah 

Kerja Sama lainnya ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang dari pihak Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pihak 
Mitra dengan memperhatikan kesetaraan jabatan 

masing-masing. 
(2) Unit Kerja Pengelola mencetak naskah Kerja Sama sesuai 

dengan jumlah pihak yang melakukan Kerja Sama dan 

masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dalam 
melakukan proses penandatanganan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 
 

Pasal 24 
(1) Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a 

ditindaklanjuti dengan penandatanganan PKS. 
(2) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung 
setelah Nota Kesepahaman ditandatangani, kecuali 

ditentukan lain oleh pihak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pihak Mitra dalam 

Nota Kesepahaman. 
(3) Dalam hal terdapat keadaan tertentu, PKS dapat 

disepakati dan ditandatangani oleh Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pihak Mitra 
tanpa harus didahului dengan penandatanganan Nota 

Kesepahaman. 
(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. bentuk baku suatu Kerja Sama tidak didahului 

dengan Nota Kesepahaman; dan/atau 

b. terdapat kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan 
Kerja Sama. 

Paragraf 7 
Pendokumentasian 

 
Pasal 25 

(1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf f dilakukan oleh Unit Kerja Pengelola dalam 
bentuk: 

a. cetak; dan 
b. digital. 

(2) Pendokumentasian dalam bentuk cetak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: 
a. menyiapkan salinan naskah Kerja Sama; dan 



2023, No.471 

  

-12- 

b. mengarsipkan naskah Kerja Sama yang asli dan 

salinan naskah Kerja Sama yang diurutkan 
berdasarkan nomor naskah Kerja Sama. 

(3) Pendokumentasian dalam bentuk digital sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: 
a. melakukan pemindaian naskah Kerja Sama yang 

asli; dan 
b. mengunggah hasil pemindaian sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a ke dalam Sijari Hubal 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
naskah Kerja Sama disepakati dan ditandatangani 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 
Kabupaten/Kota dan Pihak Mitra. 

 
Bagian Keempat 

Tindak Lanjut Kerja Sama 
 

Pasal 26 

(1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (1) huruf a yang telah disepakati dan 

ditandatangani Bawaslu dengan Pihak Mitra dapat 
ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota secara berjenjang dengan melakukan 
Kerja Sama dengan Pihak Mitra sesuai dengan wilayah 
kerja masing-masing. 

(2) PKS dan bentuk naskah Kerja Sama lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b 

yang telah disepakati dan ditandatangani Bawaslu 
dengan Pihak Mitra dapat menjadi acuan dalam 

penyusunan PKS dan bentuk naskah Kerja Sama lainnya 
oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-
masing. 

(3) Tindak lanjut Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki substansi Kerja Sama yang terintegrasi 
di masing-masing tingkatan. 

(4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan setelah berkonsultasi kepada Bawaslu 

secara berjenjang. 
 

Bagian Kelima 

Berakhirnya Kerja Sama 
 

Pasal 27 
Kerja Sama dapat berakhir jika: 

a. jangka waktu Kerja Sama telah berakhir; 
b. para pihak bersepakat untuk mengakhiri Kerja Sama 

sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama; 

c. salah satu dan/atau beberapa pihak tidak mematuhi 
kesepakatan Kerja Sama; atau 

d. terdapat keadaan kahar. 
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Bagian Keenam 

Perpanjangan Kerja Sama 
 

Pasal 28 

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 
Kabupaten/Kota dan Pihak Mitra dapat bersepakat 

untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Kerja 
Sama. 

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 
atau Pihak Mitra memberitahukan rencana perpanjangan 
jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama paling lambat 3 

(tiga) bulan sebelum berakhirnya Kerja Sama. 
 

Bagian Ketujuh 
Penyelesaian Perselisihan 

 
Pasal 29 

(1) Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Kerja 

Sama, perselisihan diselesaikan melalui musyawarah 
untuk mufakat. 

(2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota, atau Pihak Mitra tidak bersepakat 

untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah 
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

BAB III 
PEMBINAAN 

 
Pasal 30 

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan Kerja Sama 
secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-

masing. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui: 
a. pemantauan; 

b. supervisi; 
c. konsultasi; dan 
d. evaluasi. 

(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimasud pada ayat 
(1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang 

mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. 

 
BAB IV 

PELAPORAN 

 
Pasal 31 

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota 
melaporkan pelaksanaan Kerja Sama di wilayah kerja 

masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Bawaslu Provinsi melaporkan kepada Bawaslu; dan 
b. Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan kepada 
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Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. laporan periodik; dan 

b. laporan akhir. 
(3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 

(4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b terdiri atas: 
a. laporan akhir tahun; dan 

b. laporan kerja sama yang telah berakhir jangka 
waktu pelaksanaannya.  

(5) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai 
kebutuhan secara berjenjang. 

 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 32 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: 
a. naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum 

Peraturan Badan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap 

berlaku sampai dengan jangka waktu Kerja Sama yang 
telah disepakati; dan 

b. naskah Kerja Sama yang sedang disusun sebelum 
Peraturan Badan ini mulai berlaku, dilanjutkan 

prosesnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Badan ini. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 33 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pedoman Kerja Sama Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 34 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Juni 2023 
 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

     ttd. 
 

RAHMAT BAGJA 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Juni 2023 ... 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
  ttd. 
 

ASEP N. MULYANA  
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